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" n kejahatan kelamin yang terjadi di sekq
me‘;i‘;'ggs":;an oleh para orang tua yang menitipkan Lanhanky: s
ng,h :;erlaniUt' rasa kemanusiaan kita k.em.bah tercabik-cabik dik 2 uny,
amin yang dialami Yn (14) siswi kelas dua Smp O'a’la O¥ak fgy
btu 2 April 2016 adalah hari terakhir sekolah Yn, ia

, a.Sa . g s
pulang sekolah;‘aydan pendera merah putih untuk dicuci sebagai persia,

. Gabtu itu rupanya bqkan saja hari terakhir .Yn bersekolgh, gor
an > arakhir bagi Yn di dunia. Malang tak dapat dihindari Y car, . 2P
menjadi har! ter” dengan 14 lelaki durjana usia 1 S3at hary
melewati kebun karet, berpapasan ¢ g‘k K keb 2 16-23 tahun ygy
masih warga sekitar. ¥Yn dibekap, ditarik masuk kebun, kepalanya dipuky oy,
tangan dan kaki diikat, diperkosa bergilir, dua diantara _pemerlfosanya adalah kaka;;
kelasnya sendiri, bahkan ada pelaku yang mengulangi Fiua h!ngga tiga kalj. Jasag
vn dibuang ke jurang sedalam 5 meter dengan hapya ditutupi dedaunan, Minggy
3 April 2016 warga dan orang tua mencari, menyisir rute pulang Yn, jasad Yn talé
berhasil ditemukan, baru kemudian pada Senin, 4 April 2016 seorang peladang
menemukan jasad Yn dalam posisi telungkup dan tangan terikat. Hasil visym
menunjukkan bahwa Yn sudah meninggal pada saat pemerkosaan berlangsung?
Di bulan dan tahun yang sama, sepi dari pemberitaan, Ms, gadis kecil 10 tahun di
Lampung Timur kembali menjadi korban predator anak. Kamis 14 April 2016, Ms,
sedang bermain di pekarangan sekolah sepulang sekolah saat kemudian dua orang
lelaki memanggilnya dari sebuah sepeda motor dan memberinya es krim lalu ikut
barsama keduanya naik motor. Ahad 17 April 2016, Jasad Ms akhirnya ditemukan
seorang pencari rumput di sebuah gubuk sebuah perkebunan karet berjarak
15 KM dari rumah Ms. Hasil pemeriksaan kepolisian menyimpulkan Ms, gadis
10 tahun kelas 4 SD tersebut, sebagai korban pemerkosaan dan pembunuhan.’
Kepolisian mendapati jalan buntu dalam mencari pelakunya Polres Lampung Timur
mengambil alih pekerjaan Polsek Labuhan Ratu, bahkan hingga Polda turun tangan
menyupervisi pelaku belum juga ditemukan. Kasus Ms menjadi perhatian publik
setelah diadvokasi aktif oleh Edi Arsadad, aktifis HAM setempat, dan dikabarkan
update informasinya melalui akun media sosial. Dalam catatan Edi Arsadad, hfﬂBEa
o ?“.'Z’_‘bpasca peristiwa (Agustus 2016), pelaku belum juga ditemukap.‘tH:tfﬁ;
tertangkgl ibuat, saya tak menemukan update pemberitaan yang menulis té
Pnya pelaku pemerkosa dan pembunuh Ms.
kaSuiadyiaatt):;ssass:cja memperinci kasus-kasus perkosaan anak lainn
Indonesia memi?': berurutan S}Jdah cukup untuk mengatakan
anak Seb;gai ko|b' masalah serius dalam hal kejahatan kelamin yané ) penjahat
kelamin, predatorr a?‘n:ya yare teru§ herlanjut, belum berhfe S rempu"
kita yang tidak tahg aa , pedofil ada di luar sana mengincar setiap _3”3 " ﬁelami“'
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orang dewasa tetapi juga usij an .
ya mbunuhan Yn ada dalam g ak: SE_baglan b

40 an dan pe dimuat di M Kategori usia apay « " Pelaky

fe° kos@ chir saya yang !mu;i01 I media pnline Republiky o \
per Agustus 2012 yang dilakukan ojep an’lf "Bka kejahaysy,

qin 010 on pertama tertingel (262 kasus), disusy| 13k sebagaj pe,
™" i yrutan P : : _ Pencurian (1 ku
2 di urutan ketiga. Ini menyedihkan dan mengkhay, 2;_) :((aSug) dan
alirkan sekal;

m
,f.eﬂe 9 kasus . :
. oi vang dilakukan anak adal '
an tertingg!y 6 ah kejahatan kelamin s Preferens
S tersendiri,

s ke . kukan anak perlu mendapat pors; " .
e yan Yane dilak berantasan kejahatan kela?ni:ld?::;i!h: y Ee”u .
tidak membahas khusus anak sebagain:e?eh"ladi pelaku
orfokus pada desain peraturan pelaksana Perppy mef; ';elTamm.
nampaknya tidak akan berfokus pada anak sebagai pelaky, k e
2016, Va'.‘g ide Undang Undang Sistem P i i » Jarena tidak
on dengan ide g Undang m Peradilan Pidana Anak (UUSPPA)
kenapa tidak bersesuaian f:\kan saya bahas pada bagian pembahasanf
kang lima kasus dan data singkat di atas cukup untuk menggambarkan
rsoalan ini dan bahwa.hat.'npir tak ada tempat aman untuk anak,
tafkan taman kanak-kanak, taman yang paling mdah, mfenjadi tempat kejadian perkara,
emasuk Ms Yang bahkan ‘dijemput’ saat ia bermain di pekarangan sekolah dasarnya.
erigsnyapersoalan kejahatankelamintelah disadaridan ditindaklanjutiolehpemerintah
\ia dengan mengeluarkan Perppu Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua
s2s Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak. Perppu ini
nada dasarnya mengatur tiga hal: pemberatan pidana, pidana tambahan, dan t?'ndakan.
Veski demikian hingga detik ini, belum ada peraturan pelaksana yang menjgparkan
eara teknis tentang hal-hal baru yang diatur Perppu tersebut. Makalah ini 2kan
nemfokuskan diri membahas pidana tambahan khususnya dalam hal pengumumag
identitas pelaku sebagaimana diatur dalam pasal 82 (5) Perppu Nomor 1.Tahun lzobl -
ntuk menjaga dan memastikan ruang lingkup pembahasan makalah ini tidak drne ;asaa ;
mika saya rumuskan dalam permasalahan sebagai berikut: Bagaimana ©

; : : s Law di Amerika Serikat
éppu Nomor 1 Tahun 2016? Bagaimana | knya peraturan pelaksana

hinib

jetail tentans
|atar bela
betapa seriUSﬂYa pe

feng mengatur tentang kejahatan kelamin? Bagaimana sebai 1 Tahun
s;l_is? Demikian permasalahan yang dirumuskan dalam bentuk pe
# harus dapat dijawab makalah ini.
FeMbahagap
B .
:salmana Ide Dasar Perppu Nomor 1 Tahun 20167 miliki tig landas
bem ®Uah undang undang atau pun PerpPU haruslah uah PerpP! e
st kenapa SETTL o ofis, landasa™

- oety

dlteta aka)nnya untuk menjawab pertanyaafl andas !
Wsig _Sn, Tiga landasan itu haruslah terdir atas iga [andasan I"" sa
Mudyy - “@N landasan yuridis. Untuk mengetahu! s perppU of

* Uihatlah bagian konsiderannya. Landasan filoso




2016 ditempatkan dalam konsideran pada bagian a sebagai b
s ) , o i : di Derj
negara menjamin hak anak atas kelangsungan hidup, tumbuh, danrg«:t- bah,,

serta berhak atas perlindungan dari kekerasan dan diskrimings; . Brkamp,

tercantum dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indones o Baim,, ¢
landasan sosiologis Perppu tertuang dalam huruf b konsideran. b:la Tahyp,
seksual terhadap anak semakin meningkat secara signifikan yan.g "
membahayakan jiwa anak, merusak kehidupan pribadi dan tumbuh
serta mengganggu rasa kenyamanan, ketentraman, keamanan da
masyarakat; dan terakhir landasan yuridis sebagaimana tercantdm dnlketem'ban
bahwa sanksi pidana yang dijatuhkan bagi pelaku kekerasan seksya] teraham POin ¢
belum memberikan efek jera dan belum mampu mencegah secara kor:dapanak
terjadinya kekerasan seksual terhadap anak, sehingga perly segera m‘:ehens'f
Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak seb, 2_8Ubah
telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Pefu'bm:na
atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak ¢ S:c:,n
sederhana, kita bisa simpulkan bahwa landasan filosofis Perppu ini adalah um{na(
menjamin dan memastikan hak-hak anak terlindungi khususnya dari potens;
kekerasan yang menimpanya. Landasan sosiologis bertitik tolak dari meningkatnya
kekerasan seksual terhadap anak. Landasan Yuridis didasarkan pada UU Nomor 23
Tahun 2002 yang dianggap tidak mampu memberikan efek jera.

Substansi ide dasar Perppu ini ada tiga sebagaimana saya sampaikan di abstrak:
pemberatan pidana, pidana tambahan, dan tindakan.
1. Pemberatan pidana dapat dijabarkan sebagai berikut:

- Pemberatan untuk residivis (atas tindak pidana yang sama);’

- Penambahan delik materil/Pemberatan jika korban mengakibatkan luka
berat, gangguan jiwa, penyakit menular, terganggu atau hilangnya fungsi
reproduksi, dan/atau korban meninggal dunia.’ '

2. Perumusan pidana tambahan diatur dalam Pasal 81 ayat 6 Perppu Nomor 1

Tahun 2016 berupa pengumuman identitas pelaku.’

3. Perumusan tindakan kebiri kimia dan pemasangan alat pendeteksi ele

untuk jangka waktu tertentu.*

& Konsideran Perppu Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Perubaha
Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak. .

7 Perppu Nomor 1 Tahun 2016 Pasal 81 (4) Selain terhadap pelaku sebagaimana dimak o
penambahan 1/3 (sepertiga) dari ancaman pidana juga dikenakan kepada pelaku yang P
karena melakukan tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 76D. 3 Tahun 2002
Pasal 76D. (Pasal 76D UU Nomor 35 Tahun 2014 Perubahan Atas Undang-Undan caman Kekerasd"
Tentang Perlindungan Anak “Setiap Orang dilarang melakukan Kekera§ar’\’ atau an |
memaksa Anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain.") dimaksud dalam it

* Perppu Nomor 1 Tahun 2016 Pasal 81 (5): Dalam hal tindak pidana sebagaiman? — e
76D menimbulkan korban lebih dari 1 (satu) orang, mengakibatkan luka berat, g,adunia, pelaku &' i
menular, terganggu atau hilangnya fungsi reproduksi, dan/atau korban menmgggling ama
mzti, seumur hidup, atau pidana penjara paling singkat 10 (sepuluh) tahun dan P
tahun.

9 Pasal 81 (6) Perppu Nomor 1 Tahun 2016: Selain dikenai pidana
(3), ayat (4), dan ayat (5), pelaku dapat dikenai pidana tambah

 Pasal 81 (7) Perppu Nomor 1 Tahun 2016: Terhadap pelaku se
ayat (5) dapat dikenai tindakan berupa kebiri kimia dan pemasan

hWa kekera.‘;
eNgancam o
n

kembanﬂ anay

ktronik

or 23

n Kedua Atas Undang-Undang Nom

d pada ayat (3}
sua p n dipida?

g Nomor 2
a

a at (1)
sebagaimana dimaksud R""d""m: pelah?

an berupa pengumur:
bagaimana dimakst
gan alat pendeteks
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i« pawahi bahwa pidana tambah
ou digars an dan y
: nak (Pasal 81 () Perp-pu N9m0r 1 Tahun 2016 :daka” dikecy,)
aky 8 dang Sistem peradilan Pidana Anak (UU No‘ 3l ini lng; :hwa,, bs
0 3

: ) n .. (£}
P nder-centered, tetapi juga offenge. 11 tahun 3005, ¥

LfS' : Ofie . el

& r"ungi masa depan ar!a_k sebagai pelakunya karenmed' d"”muwan”lm

elind i cematangan berpikirnya. 3 anak dianggap t;’en‘UJr
tUVn

: .
@' " | carnya pemberatan pidana, pidana
pada 02 tambahan, dap tind

1 Tahun 2016 diberlakukan unt : ak

U Nomor uk dua jenis t . an dalam

;erppr lam pasal 76D dan 76E UU Nomor 35 Tahyn 2012 tT‘ndak Pidana yang
.Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlin entang Perubahg,

giatd’
baran mengenai deliknya saya kutipkan kdUngan Anak. Agar

335 Undang
' patkan gam ed
Ua pasal tersepyt

_meﬂca T
spagal berikut
seves Pasal 76D

: i lakukan Kekera
setiap Orang dilarang me san atau ancaman K
anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orafn'ge,;?:an memaksa
Pasal 76E '

setiap Orang dilarang‘melakuk'an Kekerasan atau ancaman Kek
memaksa, melakukan tipu muslihat, melakukan serangkaian keboheorr?;::'
stau membujuk Anak untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatar{

cabul.

Uraian pemberatan pidana, pidana tambahan, dan tindakan yang saya urai
«belumnya merupakan pemberatan pidana, pidana tambahan, dan tindakan untuk
gelic pasal 76D yang diatur dalam Pasal 81, dan 81A Perppu Nomor 1 Tahun 2016.
polz pemberatan pidana, pidana tambahan, dan tindakan yang sama juga berlaku

untuk pasal 76E yang diatur dalam Pasal 82 dan 82A Perppu Nomor 1 Tahun 2016
jeno iki ' k delik Pasal 76E."

¢2:am Pasal 81 ayat 7 ini dibatasi jangka waktu dan diatur lebih detail dalam ayat 8 pada pasal yang samz:
["ndakan sebagaimana dimaksud pada ayat (7) diputuskan bersama-sama dengan pidana pokok dengan

~ memuat jangka waktu pelaksanaan tindakan). _ . lik
“Pasal 81(9) Perppu Nomor 1 Tahun 2016: pidana tambahan dan tindakan dikecualikan
 bagi pelaku Anak.
~*Pa53l 82 d n
" . : ipi nga
1) Setiap orang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud _dalam pasal 76E :Izlr;aezz : zaﬁng
g’da"a penjara paling singkat § (lima) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun 62
anyak Rp5.000,000.000,00 (lima miliar rupiah). li orang-
' Dalam hal tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh ozr;ge::lé?d:::r: aparat
orang yang mempunyai hubungan keluarga, pengasuh anak, Pe"‘f'd'k' tenagase cara bersama-sama.
y§:g menangani perlindungan anak, atau dilakukan oleh lebih dari satu :'?t:isud pada ayat (1)-
y Iaf‘anva ditambah 1/3 (sepertiga) dari ancaman pidana sebagaimana Laha" 1/3 (sepertigd) darl
an an terhadap pelaku sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ?gnam karena melakukan tindak
Di;:’:"a” pidana juga dikenakan kepada pelaku yang pernah dipidan2 e
4 Dalama z:f’isaimana dimaksud dalam Pasal 76E. | 76E menimbulkan korban le::ran;;‘va
Saty) tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam st menular, tergangsy 12" © ) dar’
Ungs.m"& mengakibatkan luka berat, gangguan jiwé, pen yakit ditambah 13 (seperme’
( iﬂcar;\ars:;r-gduk“v dan/atau korban meninggal dunid. pida
I .
5 Segin g 02" sebagaimana dimaksud pada ayat ;13;’“ (1) sampa

ikenaj pidana )
sebagaimana dimaksud pad o
: dentitas pelaku. ayat (4) dapat diken?'

¢ (2) sampai dene2"
ksi elek(ronik.

at
dengan ayat (4) pelaku dap
tindakan

1 nai
(S)Terhad;gida"a tambahan berupa pengumuman i
Tupa re:el;.k,“ se_basaimana dimaksud pada aya
dbilitasi dan pemasangan alat pendete ] 337
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ik Pasal 760 tindakan (kebiri, dan pemasangan alat eloky
Haleik: e - nial: i I ‘
ahun dan dilakukan setelah menjalani pidap, pnht))pn? dilay,
. ’ i " ) L} Jka .
76E dapat dilakukan selama atau setelah menjalan - . Men,
5 waktu pengenaan tindakan. “Nip oy

Untuk del
paling lama dua t
untuk delik Pasal

tanpa diatur jangk
Dari ketiga pengaturan Perppu (pemberatan pidana; pidap,

tindakan), hanya pidana tambahan yang belum jelas tata car
pemberatan pidana, dan tindakan berupa kebiri dan Pemasangan 41, y
telah jelas, pelaksanaan lebih detailnya akan diatur oleh pera;ura(n at elektyg,.
Tetapi untuk pidana tambahan berupa pengumuman identits l' erintg;
dijelaskan bagaimana bentuknya, bahkan pada bagian penjelasan pe,ge 3k, pigo
ditemukan apa yang dimaksud dengan pengumuman identitas pelak, PU pun by,

Setidaknya ada beberapa hal yang masih menyisakan persoélan
pidana tambahan pengumuman identitas pelaku. Misalnya terkait pe”:t@‘n:fr
apa yang dimaksud dengan pengumuman identitas pelaku? Apakah pO”gen: ahan
terkait pengumuman identitas pelaku ini adalah sebagaimana yang diatwadn[l.:.
model Megan’s Law? Perppu ini tidak menjelaskannya. Dalam hal inilah kemuad,af
barangkali kita perlu menengok Amerika Serikat dalam menanggulangi penja::
kelamin terutama terkait dengan pengumuman identitas pelaku, sebagai bar;;.-;
pertimbangan untuk gambaran peraturan pelaksana Perppu terkait khusus pidan;
tambahan pengumunan identitas pelaku.

Sebagai negara mayoritas Muslim terbesar di dunia, penggunaan hukum
pidana Islam sebenarnya lebih masuk akal. Apalagi dari sisi sejarah, terdapat bukt
bukti akademis hukum pidana Islam pernah berlaku sebelum hukum Eropa datang
dan menggantikannya (lihat misalnya disertasi Dinar Boontarm, University of Hul,
United Kingdom yang mengkaji hukum pidana Islam di era Kesultanan Banten).

Dalam hukum pidana Islam, kejahatan kelamin telah diatur jelas, termasuk
berbagai cabang penyimpangannya dari sodomi (liwath) hingga menyetubuh
mayat atau nekrofili--sebagaimana yang dilakukan Robot Gedek pada korbanny?
-telah dikaji oleh para ahli fikih.

Pada dasarnya hukuman bagi para penjahat kelamin adalah dicambuk seratus
kali hingga hukuman mati, tergantung pada status penjahat kelamin apakah belu™

. Kot

(7) Tindakan sebagaimana dimaksud pada ayat (6) diputuskan bersama-sama dengan pidand
dengan memuat jangka waktu pelaksanaan tindakan.

(8) Pidana tambahan dikecualikan bagi pelaku Anak.”

“Pasal 82A dan/atau geteld”
(1) Tindakan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 82 ayat (6) dilaksanakan selama .
terpidana menjalani pidana pokok. perkala 0°¢

rn
(2) Pelaksanaan tindakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) di bawah pengawasan sec? gesehdt?

. J -
kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hukum;::;:u'ran merint3
3 ("3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pelaksanaan tindakan diatur dengar ‘
Pasal 81A angla 20
(1) Tindakan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 81 ayat (7) dikenakan Ui ness o
2 (dua) tahun dan dilaksanakan setelah terpidana menjalani pidana pokok. nseca bt
(2) Pelaksanaan tindakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) di bawah pengawﬂs;’o,ial. gan kese™
kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang o
8) Pelaksanaan kgbiri kimia disertai dengan rehabilitasi.
) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pelaksanaan
Peraturan Pemerintah *

g lamd

. deré
abimasi diaty’

tindakan dan reh
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Ndonesia magi
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Clltas

Sepert by

bagaima
Na Ameril
h A erika Serikas

i aj  m R
jahat kelamin, hukum AS layak untyk é?f;iterjad, Tapi, purng,

aim .
BIE 1an kelamin? atur tentang

B saat mengetahui pidana tambahan yan
Pa an identitas pelaku saya teringat sebuah y

< U . 1
”fnt‘:,r:jang undang di seluruh negara bagiannya terka

g diatur Perppu berupa
ndang undang federal dan

‘ . it identitas pel
2V rsebut umum dinamakan Megan’s Law. Pada tahunploask: 'rgndang

J

t:ia:\i“jadi undang-unqang federa! yang disahkan kongres yang mEnjad;e‘f::f
snuatnya data par penjahat kelamin yang dapat diakses warga. Undang undang
o dipicu kejadian tragus di New Jersey. Megan Nicole Kanka, gadis kecil tuj-‘j
uhun diperkosa dan dgpunuh tetangganya sendiri. Megan awalnya diiming-imingi
yatuk melihat anak anjing (puppy).Belakangan diketahui pelakunya punya R
iminal sebagai penjahat kelamin sebanyak dua kali terhadap anak usia 5 tahun
dan percobaan pemerkosaan atas anak berusia 7 tahun di tahun 1981." Peristiwa
i menggegerkan warga New Jersey. Dari peristiwa ini muncul kesadaran bahwa

«ekiranya mereka diberi tahu ada mantan penjahat kelamin di lingkungannya, tentu

mereka akan lebih waspada.

Tahun 1994, parlemen New Jersey mengesahkan Megan’s Law dan sejak
menjaci undang-undang federal tahun 1996, kini seluruh negara bagian di AS
telsh mengesahkan Megan’s Law. Dengan Megan’s Law para penjahat kelamin
teregistrasi dan dapat diakses di tiap negara bagian melaui website Federal Bureau
of Investigation www.fbi.gov pada kanal scams and safety yang terhubungkan
¢engan website seluruh negara bagian atau dapat mengakses langsung melaui
website otoritas negara bagian masing-masing. Sebagal contoh misalnya kita tingga!
4iPennsylvania, di wilayah (county) Bedford lalu ada tetangga baru yang pindah ke
Ingkungan kita, maka kita bisa dapat dengan mudah mengakses dan mengmpyt
iama orang tersebut bahkan termasuk nama aliasnya untuk diketahui Pdak::a:
‘;a_“ta” penjahat kelamin melalui Megan’s Law efektif bekerja pasgapems'e;inggs'
Eivaerpenjahat kelamin yang selesai menjalani huk‘uman dlre%itneﬂrkiamvarza
K njgaanr)va selalu diketahui dan dimuat dalam website. Denlgalnrnin ot o)
Yo eriksa tetangga barunya apakah ia mantan penjahat keld

D ; kelamin
bl!r:‘)'izirkobnteks efek jera, Megan’s Law membuat calon pelaku k?:g:;annama”ya
s T berulang Kali untuk melakukan perbuatan bId28TVe o ferpindah

an te . " : man
te fabadikan meskipun ia telah selesai menjalant huku dudukan yans

Mpat | e : nistrasi kepen A
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- Hertaty . o . - i
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dministrasi mengharuskan ia mengurus kepindahannya,

bagian di AS memiliki detail aturan dan prosedy, -
berbeda-beda atas Megan's Law yang diberlakyk, NBakseg,,
formasi juga diatur, sehingga orang yang m9nva|:r'\ Poteng;
min untuk pemerasan misalnya, diat, BUnakay,

sistem a
Tiap negara
informasi yans

enyalahgunaan in
B {a penjahat kel

informasi da ' | MBEUE PSS
perbuatan yang dapat dipidana. Di California misalnya, penyahthnaanrinfsebagai
Megan’s Law dapat dipidana paling lama 5 tahun penjara.” Ormasj

Sisi lain Megan’s Law

Tentu pada sisi korban, Megan’s Law baik diterapkan melindungi
anak dari potensi pengulangan kejahatan kelamin. Tapi, dalam konteks h;‘:ak.
pidana, ini menjadi paradoks, mengingat salah satu tujuan pemidanaan adal'Jm
merehabilitasi pelaku kejahatan sehingga ke depannya ia bisa kembali diterimaadh
masyarakat. Padahal ide lembaga pemasyarakatan adalah menyiapkan narapidanaI
untuk bisa kembali dan diterima masyarakat. Demikian halnya dari sisi masyarakat
kita mempercayakan pemerintah untuk mendidik orang yang ‘terpeleset’ unty
dapat kita terima kembali. Tetapi dengan konsep Megan’s Law, ide lembaga
pemasyarakatan jadi terdistorsi.

Megan’s Law juga memiliki kelemahan sebagaimana dituliskan sebelumnya, ia
efektif bekerja pascapemidanaan dan tidak dirancang untuk mendeteksi penjahat
kelamin perdana (first-time sex offender). Ini artinya anak-anak tetap terancam
kejahatan kelamin para homoseksual penjahat kelamin seperti yang terjadi di
Taman Kanak-Kanak JIS.

Peraturan pelaksana tentang ide pidana tambahan berupa pengumuman
identitas pelaku yang ada pada Perppu Nomor 1 Tahun 2016 saya kira bisa
berkaca pada Megan’s Law. Meski demikian ada beberapa catatan yang harus

dipertimbangkan.

Pertama, jika dilihat dari cara bekerjanya, Megan’s Law sebenarnya merupakan
modifikasi dan pengembangan dari ajaran paksaan psikis (vom psychologische
zwang) milik Paul Johann Anselm von Feuerbach. Feuerbach menghendaki
perbuatan-perbuatan dan ancaman hukuman dituliskan agar masyarakt
mengetahui perbuatan yang dilarang sehingga dapat menghindari melakukan
perbuatan yang dilarang tersebut. Ajaran paksaan psikis melahirkan konsekwf-‘"sk'
asas legalitas. Ajaran paksaan psikis kemudian dalam perjalanannya dipa“da"gnda
efekﬁf. orang tetap melakukan kejahatan meskipun ancaman hukumannya SUdis
diundangkan dan diumumkan, tidak terkecuali bagi para penjahat kelamin. Pe‘rlfm
asas legalitas, Fuerbach, tampaknya gagal meramalkan ajaran paksaan ps:kn;ng
njenyara.nkan agar hukum dituliskan sehingga ada kepastian hukum d?n °
bisa mehhat. hukuman apa yang diterima bila suatu perbuatan pidana o ran i
dengan demikian orang akan menghindari perbuatan pidana tersebut: Aj-la ngka"
:(ampaknya kandas di Indonesia, khususnya bagi para paedofil. Mengeh' :sﬁkan
b?;hatakn seratus persen men?ang hal yang mustahil, kriminologi telah maraknva

Wa kejahatan akan abadi sepanjang masih ada masyarakat,

" https;
.meganslaw. v/Ab Penalties.aspx
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dalam hal ini kejahatan kelamin--menandaka
- n a

. “alah saty kfckt:;ri'iazn;r? atliglah Negara,
1 er€ | jera pada pelaku JuBa orang lain yang e,
SN narnya ide awal Megan's Law diperunty
".,,gkrs 303, dan Olfh kfnr:rr;abnuv:t dapat men
1 o regan's aw. orangyang berpotane: i
uh J‘ii’i?! pedofil berfikir ulang untuk ’“e'akukanpk;?:r:;:ae:akgean'pe-"jahm
! kh st ! aksaan psikis or'ang tidak melakukan kejahatan i ema i
" ep 0 + hukuman, maka Megan's Law memodifikasi ajarap, 1o ;"ena i
" jari berbuat jahat bukan karena ancaman hukume o
takut akan perlakuan pasca hukuman yakni pembukzz’ar:;rr]1yizc’1'etr:ett'Et]pi
ita
adaan dan identitaz

i dan bersifat abadi. Kemanapun ia pergi, keber
mikian tujuan yang
, dapat diwujudkan

n d
hatd 4 Masy);
> but Melaluj py, alr:]h Pada
otens;i . Bagal
kan untuk aky,
masyarakat apar

Bantisipas; jatuhnya korban

ncat'®
E\.’.ﬂ d enghmdar

s publ . .

:.‘n,ra.ki:’t‘;n masa lalunya dapat dibuka publik. Dengan de
i k?japai dan gagal diwujudkan oleh ajaran paksaan psikis
an 0

on Megan's LaW: e
) e pioana tambahan pengumuman identitas pelaku dalam Perppu Nomor 1

0 1016, jika memang yang dimaksud akan mirip dengan konsep Megan's Law, maka
goenarmya ini berseberangan dengan kon_selo pemasyarakatan yang digagas Sahardjo
. disampaikan dalam pldatg pembeflan gelar Dpktor Honoris Causa berjudul
shon Beringin Pengayoman di Universitas Indonesia pada 5 Juli 1963. Soedjono
Drgjosisworo kemudian menjabarkan gagasan pemasyarakatan buah pikir Sahardjo
=am bukunya Sejarah dan Azas Azas Penologi (Pemasyarakatan). Pemasyarakatan
«rti kebijaksanaan dalam perlakuan terhadap narapidana yang bersifat mengayomi
masrakat dari gangguan kejahatan sekaligus mengayomi para narapidana yang
wresat jalan’ dan memberi bekal hidup bagi narapidana setelah kembali ke dalam
msyarakat. Dengan diumumkannya identitas penjahat kelamin pasca menjalani
wiuman, maka sistem pemasyarakatan dinegasikan. Dalam konsep Megan’s Law
#h-olah masyarakat belum bahkan tidak bisa menerima mantan terpidana untuk
embali ke masyarakat sekalipun ia telah selesai menjalani program pemasyarakatan.
nsep Megan's Law jelas berseberangan dengan konsep pemasyarakatan Sahardjo.
terinfedua" si_stem a_dministrasi kependudukan di.‘lndonesia belum serapih d’anL;s;
. 8125l di Amerika Serikat. Oleh karenanya, jika memang model Megan's o
.df‘ diterapkan sebagai pidana tambahan pengumuman identitas pelaku, bp eh
]:e;:.alam Pelaksanaannya nanti tidak akan seefektif sebagaimana dia bekerl? dn'
.Smng'kaa’sia:g:: Pengadopsian sebuah hukum dari suatu temd[??atnkgi ot:aﬂr:p:(:maa'h
R bembaiy Imbulkan masalah. Kajian tentang hukum yang % Technological
Uiy, " Khusus Benny Simon Tabalujan, Dosen Nany ri e anclitan
tay u'is'"gapore. Tabalujan menjadikan Indonesia sebaga! tfeM;bourne pada
D'*S‘ember 20;n hal menarik dalam tesis doktornya di University ©

" 0_ . . . .17
\R o “esisnya, Tabalujan mgnulisat transferability of

mc iman, Tabaly: mbaharuan Hukum
a“a~|NcA pu:a_m]‘an dalam Ferry Fathurokhman. Hukum Pidana Adat Baduy dan Pe
Shing. Depok_ 2016, Him 23,

prosiding Call paper pada Simp‘o;:-;w | 341
dan Pelatihan Hukum Pidana dan Kriminolog
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kum yang berasal dari satu budaya ke bhyg
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beker|a Hal terse
sehingga hukum yang d"_imf‘uld!!' tersebut wa
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but dapat dimaklumi karena terdapg .

PEheq
berbeda

sebagaiman ,
erasi kependudukan Amerika Serikat jauh lebih mumpys

-

i kependudukan masih banyak bermasalah. Dalam .

aia berperanditempat asalnya. Dalam konteks Meg, -
adminis ', '
gistem administras

dan kajian yang saya tulis untuk DKPP (Dewan Kehormatan Penyelsn.... ©
persoalan Daftar Pemilih Tetap (DPT) menjadi masalah utama 4._ ..
cerentak 2015. Persoalan yang sering muncul s0al kependuduian

olua A" W

induk Kependudukan (NIK) ganda, nama dan tanggal lahir yang sam, - N
NIK, data penduduk meninggal yang masih tercatat hidup, dan banyai o
lain dari carut marutnya NIK.”* Megan’s Law mensyaratkan sistem a::
kependudukan yang baik, registrasi domisili dan perpindahan dom
terintegrasi antar wilayah yang jelas belum kita miliki, sesuatu yang SU:); :»y:

di Amerika Serikat.

Bagaimana sebaiknya peraturan pelaksana teknis tentang pidana tambate
pengumuman identitas dalam Perppu Nomor 1 Tahun 20167

Jika memang kita serius menangani para penjahat kelamin dan keamana
anak-anak kita, undang-undang semacam Megan’s Law tampaknya layak cia
dan dipertimbangkan. Tentu akan banyak pertimbangan dan detail yang fars
dibahas di dalamnya, mengingat Megan’s Law di tiap negara bagian di Ameria
pun berbeda-beda pada tataran teknisnya. Tetapi untuk menjawab pertana¥
ini, sebelumnya kita harus memutuskan tentang pertentangan antara ide c::dﬂ
tambahan pengumuman identitas pelaku, yang jika akan mengadopsi Megans W
maka akan berseberangan dengan ide Pemasyarakatan yang kita terapkan sea™
ini. Meskipun dalam tataran teknis pidana tambahan pengumuman idenmas_of:‘:‘:
hanya akan diberlakukan bagi pelaku usia dewasa, namun tetap Oa"‘a’f”: ad
terstigma, terlabeli abadi sebagai penjahat kelamin yang tidak dapat dihaps -
oleh hukuman yang telah ia jalani sekalipun. Ini adalah keputusan besd’ y;:.-:y,u‘
diambil oleh bangsa kita, menutup ‘masa depan’ pelaku untuk‘menvt‘lm o
masa depan anak-anak. Pidana tambahan pengumuman idenptas &“m pf{l"‘
membutuhkan kajian multi-disiplin ilmu: viktimologi, kriminolog!. .hunxu.k men
dan bahkan sosiologi. Makalah ini tidak didesain untuk selesal, tetap’ :&’”5 i’
pemantik bahan pemikiran bersama. Jika jawabannya ya. maka k'umg,. man?
detail peraturan pelaksana teknisnya termasuk melinduné! kepen™ Vo
pelaku jika informasi, pengumuman identitas pelaku
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penstyP _tase pendidikan dan kebudayaan di Jepan
;patah Cina, jike kita ingin meruntuhkan sebuah te
p-,ebE dzhulu un?uk.ap'a tembok tersebut dibangu
;eerpatah tadi, jika kita INgin me.nlera-pkan pidana tambahan Pengumuman i
pelaky chususnya pasca menjaiani -hukuman, maka kita harus tar:nanidentitas
cistem lembaga pemasyarakatan dibangun, karena ide pidana taubuntuk apa
enabrak konsep perr’lasyarakiatan. Ini bukan berarti sebuah hal yanm ahan tadi
meruntuhkan sebuah ‘tembok’, tetapi jika kita sudah bulat akan meg tabu untuk
Megan's Law, maka ini bukan pula sesuatu yang haram Tidak"aedrapkan ide
bah sistem, lagi pula ini hanya khusus untuk penjaHat kelam?n”c;asalah
target anak (pedofil), tidak mengubah keseluruhan sistem. Maka pekerjaan Siseansin
eelanjutnya adalah merumuskan detail peraturan pelaksana dengan mengacu pad:
negara-negara yang telah lebih dahulu menerapkan, tentunya dengan penyesuaian

rerhadap situasi sosial budaya kita.
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